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KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BISMILLAINTIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEII SINGKIL

bahwa dengan dilctapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 yang mengubah
Perinurnn Permerimtith Mamoe 22 Tihuin BUH potang Kahulukan Proidknler don: Keasnpin
Firigrnan din Angpods Doy Perwakilm Bokyar Dperih inook kedus kulys, dipindeng
perly mamike mengihih Canin Kalssprses Scch Ringkil Wamor ¥ Trilwm 3004 fimiong
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah;

tipwea wiuly enmigud bersidhid dimins perl dibtapiai deiom s epinai
Vlddanig-Lindang Meenr {4 Tahun 00 peateee Pombeotukan . Kohppaten Aeeh Sy
i Fembpmn Mepnm Begablik Indomesi Talwn 1990 Nomor A5, Tanbhis Lembaran Megan
Fhamor JEZT,
Undang-Undang Numor 31 Tahun 2002 (entang Partai Politik {Lembaran Negara Republik
Indbonsin Tohon 2000 faprest 138, Tanshahe Lenbogyy ®epnm Momes 435
Edimp-Lhidung Womar 12 Tahen 2003 izl !ﬂuilr-llm Elnapne Angeoen Thewnn
Purwakalim: Bipkyas, Cgwan Porwakilm Dipomb, Dewom Perenkiles fskvat Doenih
I Lsarshimun Mggam Bepublil Inglonesia Vilman 2003 Mo 37, Tambohim Lésnlsarm hegmu
Peamur 4217,

Lindimigebiodung. Momes 33 Talwin 2053 bosting. Ssuonn des Kedsidokon Majels
Permisyairmm  akyat, Dewan Pervwikdon Bakvm, Dewin Merwskilan Kool dim
Do Perwikilan, Porsabilin’ Bakym Dacrh, (Tomborm, Kegar Sepiblik Tidonesio
Trbinin 2003 Kinmes 92, Tambulim Lambean Megut Moo 43105

Lindnng=Lindang Soini 10 Tahis 2004 funiong Foibeiikiog Perbures Fepomings
dndmngan | Lewhami Megarn, Ripubhlik Jndonesin Talas 3008 Musor 85, Thnikalisio
l.embaran Negara Momor 4389,

FindangsLindnng Momoe 33 Tahus 2004 Jentany Pevennil Daerah (Lembaran Negara
Republik ndoeesia Tt 20804 Sinsar 125, Tombahan [ pmbaran Negara Nomor 4437);
sehngmiunn diutah denpnn Pesruiemn Pgmaorimali Masgemnii Undong-undang Nemor 3
fithuin 208 vy Penibriho |t Undingansdees Moder 33 tabuin 2904 gonling
Pemeringnh [aemab [Lanboras Mugore Talne 55603 lamor 38, Tambabsn Lembernn
Negara Nomor 4493);

Undang-Undang Numor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan Keuangan antara Pemerialah
Pusat dan Daerali {Lcmbaran Negara Republik Indones:ta Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 4438),

UindmmLindmng Spmoe 11 Tebam Ml wotang Peweramhnn Aceh {Lisehomn Megam
Rejariih Indones i Tabwn 20066 Kames 62, Tambalan Lombernn Fregam Momnr 361300
l'eraturen Pemerinesds bamor 25 Tabmn 3002 Taniuing, Podomae PonPesaman Dérmfuman Tala
Festily Dewan Perwnkilen Rekye Deerah yang joluh divbsh denpnn Perwivm. Pesderisil
Prmod 53 Tiahi 2005 (Lembarss Hegarn Repililik indsinesin Tabion 2004 Homor 4§,
I'mhailiun Lembinran Megara Bomos 44 177



Menetapkan

10 Peralpran Pemerintsh Nomor 58 Tamm 2005 Tentang Pengelolaan
Keunangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomar 140, Tambahan Lembaran Negara Noemor 4578);

Il. Peraluran Pemerinish Nomor 21 Tzhun 2007 Tenfang Perubahan
Ketiga atas Peratan Pemerintah Nomor 24 Tahws 2007 tentang
Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran MNepara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambzhan Lembaran Negara Nomor 4712);

12, Peraran Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tenlang
Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah |

13, Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tenlang
Pengelompokan Kemampuan Kevangan Daerah, Pengganggaran dan
Pertanggung jawaban Penggunazn Belanja Penunjang

14. Operasional Pimpman Dewan Perwakilan Kakyal Daerah serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan  Dana
Operasianal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN
KEDUA QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL. NOMOR 7 TANUN
2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL..

PASAL I

Deberapa kelentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Acch Singkil vang telah diubah
dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2004, diubah schagai berikul :

1 Diantara angka 16 dan angka 17 pasal | disisipkan 2 (dua) angka, yakni

angka 16a dan pasal 16b, sehingga berbunyi schagai berikut

i Tengemgan Keeminstsel frdensil’ sfalal jusjsape bempa dang yung
diierikm, kepinda Pimpinas dan Arnggots DRI setigy st dilnm mingle
neningkatan kinerja dalam menampung den menyalurkan aspirasi imasyarakal
di daerah pemilihannya,

L6b Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRE, adalah dana yang
disediakan bagt Pimpinan DPRK seliap bulan untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkailan dengan representasi,
pelayanan dao kebutihan lain guna melancarkan pelaksanaan
tfugas Pumpinan DPRK sehari-hari

2_Ketentuan Pasal 10 diubzh, sehingga berbunyi :

Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdini alas :
a  Uang Representasi;
b, Tunjangan Keluarga:
¢.  Tumangan Beras;
d  Uang Paket
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Tunjangan Jabatan;

Tunjangan Pamitia Musyawarah;

Tunjangan Komisi;

Tunjangan Panitia Anpgaram;

Tunjangn Badan Kehormatan;

Tunjangan Panitia Legislasi dan ;

Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan ! (safu) Pasal, yakni
Pasal 10A berbunyi sebagai berikul :

Pasal 10A

4. Ketenluan Pasal 11 ayei (5} dihapus, schingga Pasal 11 berbunyi

{1}
2}

Q)
4

Fimpinan dan Anggota DPRK diberikan Uang Representasi

Uang Representasi Keiwa DPRK sctara dengan gaji pokok Bupati yang diletzpkan
Pemermlah.

Uang Representas) Wakil Ketua DPRK sebesar 0% { delapan puluh ) persen
dari uang Representasi Kemua DPRYX

Uang Representasi Anggota DPRK sebesar 75 % { wujuh puluh lima persen ) dari vang
Representasi Ketua DPRK

5 Dhantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan | (satu } Pasal, yakni 11A yang berbunyi schagai
berikur -

Pasal ITA

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
(2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangen Beras sebagaimana dimeksud pada Ayat (1),

besamya sama dengan ketentuan yang bertaku pada PNS

Diantara Pasal |4 dan Pasal 15 disisipkan & (cnam) Pasal. 14A 14 B, 14 C,14D,14E, dan
Pasal 14 F, schingga berbuny: scbagai berikul :

Pasal l4A
(1}  Iniensif ssbagaimana dimaksud Pasal 10A diberikan kepada Pimppinan dan
Anggola DPRK dengan mempentimbangkan kemampuan keuangan Daerah ,
(23 Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinann dan Anggota DPRK diberikan
sebesar 2 ( dua ) kali Uang Representasi Ketua DPRK
(3} Ketenwan lebih lanjut Tunjang Komunikasi [nsentif bagi Pimpinan dan Anggota
DPRK sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2007 W .
Pasal 14B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 14A dibayarkan terhitung
muolai | Januari 2007.

Pasal 14 C
Selain Belanjn Penunjang Kegiatan sl masss dimunkesd dolam Pastl 14, bopla
Pimpinan DPRK disediakan Belaja Tenumimg  Opcrasanil Pimpitan sekisgy bikay
sebesar 4{empat) kali wirg Kepresantasl Ketus DPRE immbsli 27 [ dun
seperdun } kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRK

Pasal 14D
Belanja Pemunjang Operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
C disediakan terhitumg mulai tanggal | April 2007.



Pasal 14 E
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 C berdasarkan Perlimbangan kebijakan
Pimpinan DPRK dengan memperhaiikan asas manfaat dan efisiensi
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan lugas Pimpinan
DPRK sehari-hari dan tidak uniuk keperluan pribadi

Pasal 14 F
Penggangguran dan pertanggung jawaban  penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan scbagar dimaksud dalam Pasal 14 C
diatur sesvai dengan Peraluran Menleri Dalam MNeperi Nomor 21
Tahun 2007

K.cterntuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyt sebagal berikug :

Pasal 15
(I3 Pajak Penghasilan Pasal 2] Pimpinan dan Anggota DPRK alas
penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
dibebankan pada APBD

{2)  Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRK atas
penerimaan lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10A
dibebankan kepada yang bersangkulan  scsuai  dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut |

Pasal 22

{1y Dalam hal Pimpinan alau Anggola DPRK meninggal dunia
tidak dalam menjalankan (wgas, kepada Ahli Warls diberilan
Uang Duka scbesar 2 (dua) kali Usng Represenlasi yang
bersangkutan

(2)  Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK meninggal dunia
dJalam menjalankan tugas, kepada Ahli waris diberikan Uang
Duka scbesar 6 (enam) kali Uang Representasi - yang
bersangkuian,

{3y  Selain Uang Duka sebagaimona dimaksud pada ayar {1} dan
myat (2}, kepada Ahli Waris diberikan bantuan Pengurusan
Jenazah

Kelentuan pasal 25 diubah, schingga berbunyi sehagal berikul ©

Pasal 25
{1)  Sekretaris DPRK menyusun belanja Pimpinan dan Anggola
DPRK yang terdiri alas Penghasilan, Pencrimaan Lain,
Tunjangan PPl Pasal 21 dan Tunjangan Kescjahteraan serta
Belanja Penunjang Kegiatan DPRK yang diformulasikan ke
dalam Rancangan Kerja dan Anggaran Saluan Kerga Perangkal
Dacrah Sckeetariat DPRK
{2)  Balanja Pimpinan dan Anggota DPRK dianggarkan dalam Pos
DPRK
(3)  Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRX serta
Belanja Penuryang Kegiatan DPRK dianggarkan dalam Pos
Sekretarial DPRK  yang diuraikan kedalam jenis belanja
schagai berikul :
a  Balam Pegawai;
b Belanja Barang dan Jasa;



¢ Belanja Modal
(4} Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK dianggarkan dalam Pos
Sekretariat DPRK.
(5) Eekmiams PRI mengeloln Helonm DPRD sessa duigan kslowiugn peratemn
perundang-unidsngay dihidasg penpelainon keuniigan Megem

I Paseiors Pmssl 56 don Pal 99 diisipkan | wnis i Pessl palin Pienl 264 sehimggu
berhurmyi pebigni berilis

Pusul 26 A

(1} Timpnen dan Anggom TPRE ymg Jekah mensin Tumpmpan  Koamimsikmi
inzentif dun Pirpinun VR K yenn telah monerima dani {ipeniannl ehapyiimain
ifirmksied dalmn Permurn Pemerinialy Momar 37 e 2004 lharms menyearkom
kerstindl Ko s Ui Erierals pafing lnmb | {emu) béalm sebihem hemb o
s bkl schugnl Angeom DPRE Porode iehim' 7004 aminl dérsgan julwe
21,

(2)  Pengemdimlion Tunjanpm - Fomusikd dnsend das Ly Ciperasamid | sebapsil
min vzl pailn mat (1) dilahiban despen e seknligss ma Menjmhpiis
matling balitn sevesd e Perasprin Metber Dalam begert Momoe 21t
1007

() Releniumn kebah lsjin mengznai penginhaiinn Fuijangmn Kimuaasl lisensif
i i Operusfioned schigninong  dliraksod padi e 1) g
Permiurmin: Momior Dialain Megeri Momar 21 Tebmin 2067

Pasal 11
Glanusy i mutm_horigk ek anggzal difetapiion dempan kKeigniizm opabiln ddemudizn bein
perdapat ekeleniam pocds penciapan s, oion diperhoiki sehnpmimany medis

Disahkan di Singkii.
Pada tanggal 02 Okiober 2007

BUPATI ACEH SINGKIL
5 dio

MAKMURSYAH PUTRA

Divndangkan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 07 Nopember 2007

Seri 'A Nomor :02

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
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H. RIDWAN HASAN




